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EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAKSI
Afdhal Dinnilhaq

Kata kunci :evaluasi, pelaksanaan, pajak, parkir,

Diterbitkannya Undang-Undang No. 32 “Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah merupakan salah satu landasan
Yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pendapatan Asli
Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa
hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak
daerah, salah satu jenisnya adalah pajak parkir.Guna mengatur pengelolaan pajak
parkir, dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2011
Tentang Pajak  Parkir, yang dijalankan oleh BAPENDA Kota
Pekanbaru.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, pertama untuk mengetahui
implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Pajak Parkir, kedua untuk mengetahui faktor pendukung.dan penghambat
pelaksanaan Perda tersebut.’~-Dalam, penelitian-'ini, metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik purposive
sampling melalui angket atau quissioner dan menggunakan metode analisis
kuantitatif. Informan kunci dan informan utama dari penelitian ini berasal dari
BAPENDA Kota Pekanbaru dan Wajib Pajak Parkir.-Kesimpulan penelitian ini
adalah Implementasi ‘Peraturan Derah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Pajak Parkir belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena masih
banyak terdapat kekurangan dan kendala, seperti dari segi komunikasi dengan
pihak ketiga, sumber daya non manusia, serta kondisi sosial ekonomi yang
mempengaruhi pelaksanaan Perda tersebut. Sehingga masih dibutuhkan
perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini.



EVALUATION OF IMPLEMENTATION REGIONAL REGULATION
NUMBER 02 OF 2011 CONCERNING PARKING TAX IN PEKANBARU
CITY

ABSTRAC
Afdhal Dinnilhag

Issuance of regulation. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, and. regulation No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, is one of the juridical basis
for the development of'regional autonomy in Indonesia. Regional Income is a
source of regional income derived from several regional income products and one
of them is obtained from local tax revenues, one of which is parking tax. To
manage parking tax, which is then regulated in Regional Regulation No. 2 tahun
2011 concerning Parking Tax, which was implemented by BAPENDA in
Pekanbaru, published.This research was conducted with the aim, first to find out
the implementation of Regional Regulation Number.2 of 2011 Tentang Pajak
Parkir, secondly to find out the supporting and inhibiting factors for the
implementation of Regional Regulations. In this study, the research method used
was a quantitative descriptive research method with a purposive sampling
technique through questionnaires or quissioners and using quantitative analysis
methods. The key informants.and main informants from this study came from
BAPENDA Kota Pekanbaru and Rarking-Tax. Payers. The conclusion of this study
is the Implementation of Regional Regulation No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Parkir, has not been said to be going well, because there are still many
shortcomings and constraints, such as in terms of communication with third
parties, non-human" resources, and socio-economic conditions that affect the
implementation of Regulations that Is. So that rmprovements are still needed in
implementing this Regional Regulation.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

pendapat para 2
dapat diarti ebagai kese "" ) : '1" 12 Usia atau lebih yang

didasarkan atas ras A e : i ang telah ditentukan

antara banyak pihak. Batasan administrasi ialah rangkaian kegiatan (proses) usaha

kerja sama sekelompok orang utnuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.
Sistem Administrasi kesatuan republik Indonesia menurut Undang-Undan

Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelengarakan

otonomi daerah. Dalam penyelengaraan otonomi daerah di pandang perlu untuk

lebih menekan pada prinsip-prinsip demokrasi, peranan serta masyarkat,



pemerataan dan Kkeadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka
ragamandaerah. Oleh karenanya penyelengara otonomi daerah adalah dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab proporsional.
Namun untuk mencapai.Negara yang.demokratis dengan prisip-prinsip
demokrasi tersebut maka hal-hal dasar sangat perlu di perhatikan didalamnya
diantaranya adalah dalam_ pelaksatiaan/ administrasi, organisasi (Negara)
merupakan suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai fungsi dan
tugasnya. Tanpa adanya administrasi di dalam sebuah organisasi untuk bekerja
dan melaksanakan tugas dan fungsi didalamnya, maka tujuan organisasi akan sulit
untuk mencapai secara efektif dan efesien. Dalam_ Undang-Undang tentang
pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah yang mengantikan Undang-Undangn Nomor 32 tahun 2004
tentang pemerintahan daerah,menyatakan bahwayyang mengatur penyelenggara
otonomi daerah oleh perangkat daerah, maka daerah melaksanakan dan diberikan
kewenangan yang luas nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah serta
propisional yang diwujudkan dengan peraturan. Pembagian dan pemanfaatan
sumber daya nasional yang berkeadilan..dan keuangan pusat dan daerah.
Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan
prinsip-prinsip keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragamandaerah.
Daerah juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan menjalankan sendiri.
Salah satu urusan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah

daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan



daerah pada pasal 350 ayat 1, yang berbunyi :“Kepala daerah wajib memberikan
pelayanan perizinansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Konsep awal Administrasi menurut Lih. Waldo, 1955 (Dalam Faried Ali,

2013;187) yaitu kerjasma manusia yang didaarkan atas pertibangan rasioal guna
mencapai tujuan secara bersama.(sesuatu yang.sekedar ada dalam pemikiran).

Menurut Sondang P. Siagian (2006,23) peranan administrasi-adalah pada
dasarnya sistem administrasi publik memiliki peranan sangat penting bagi
perusahaan, karena pemahaman  yang;-tepat dalam peranan utama sistem
adminstrasi adalah untuk:membantu memudahkan., pelaksana tugas pekerjaan
dalam menambil keputusan selajutnya.

Selanjutnya adalah Organisasi menurut Sondang P.Siagian adalah setiap
bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara
formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam
ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan
seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dan hal selanjutya yang penting dalam mewujydkan Negara yg demokratis
adalah manajemen.Manajemen-adalah melakukan pencapaian tujuan organisasi
yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain
dan manajemen berhubungan dengan pengarahan orang dan tugas-tugasnya untuk

mencapai tujuan. yang telah ditetapkan menurut George R. Terry
(dalamSunyoto;2015;2).

Terlepas dari itu semua evaluasi merupakan salah satu fungsi yang berperan
penting dalam suatu organisasi publik;.dimana evaluasi itu sendiri adalah proses
penilaian kembali untuk mendapatkan informasi yang valid tentang sejauh mana
suatu program atau tindakan itu berjalan. Dan mengenai eavaluasi Kebijakan yaitu
sesuatu yang harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut
disebut “evaluasi kebijakan”. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan
antara harapan dan kenyataan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan

mengenai seberapa jauh masalah yang telah terselesaikan, tetapi juga



menyumbang pada Klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari
kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Evaluasi ditujukan untuk menilai sajaun mana keefektifan kebijakan publik
guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Efektivitas dapat diartikan
sebagai suatu usaha untuk mencapai hasil yang maksimal dengan memanfaatkan
sumberdaya yang ada.

Tujuan pokok evaluasi untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara
pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah
bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan  tersebut. Jadi, evaluasi
kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi
bertujuan untuk 'mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri dari evaluasi
kebijakan adalah:

1. Tujuannya menemukan hal-hal yang sstrategis untuk meningkatkan

kinerjaKebijakan.

2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana

kebijakan dan target kebijakan.

3. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian

Menurut William*“N Dunn(dalam UGM Press, 2000:608), istilah evaluasi
dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan
penilaian (assesment).

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai
kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah
dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada
klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan
target; dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis

kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.



Dan untuk mencapai keadilan masayarakat Indonesia dalam hal

kemakmuran Salah satu jawabannya adalah otonomi daerah.Otonomi daerah
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diartikan sebagaihak, wewenang,
dan kewajibandaerah otonom..untuk mengatur dan mengurus sendiriUrusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republikindonesia,
Sebelumnya, Indonesia” menerapkan sistem sentralisasi. yang membuat segala
urusan pusat dan daerah diatur oleh pemerintah pusat.Pemerintah daerah dalam
mengurus daerahnya masih harus bergantung dari pemerintah pusat untuk semua
aspek kebutuhan daerah.Hal ini tentu sulit menciptakan cita-cita bangsa yaitu adil
dan makmur.Sebab, Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar, dengan
masyarakat yang juga dengan jumlah besar dan heterogen (dengan budaya dan
adat istiadat yang berbeda-beda).Pemerintah pusat tentu sulit mengatur setiap
provinsi, kota/kabupaten bahkan sampai ke desa-desa.Sehingga tidak semua
masyarakat dapat terjangkau dan tidak semua daerah menerima pembangunan.
Selain itu, kebutuhan setiap daerah berbeda-beda, sehingga dalam hal ini
pemerintah daerahlah yang akan lebih “‘mengetahui kebutuhan masyarakat di
daerah tersebut. Oleh sebab itu, otonomi daerah merupakan salah satu solusi yang
tepat untuk menciptakan pemerataan pembangunan daerah serta mewujudkan
keadilan sosial.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah telah menyebabkan perubahan mendasar dalam pengaturan hubungan

pusat dan daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam



hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini
merupakan wujud nyata dari langkah pengalokasian kewenangan yang lebih besar
kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan
perencanaan yang-dapat menjamin keselarasan-pembangunan antar daerah tanpa
mengurangi kewenangan yang diberikan.

Pelaksanaan Otonomi_Daerah' diharapkan dapat mendorong pemerintah
daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya demi pembangunan daerahnya
masing-masing.Otonomi Daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan
pengelolahan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Dengan diberikannya
wewenang kepada daerah otonom, menyebabkan daerah tidak dapat sepenuhnya
menggantungkan diri pada pasokan dana dari pemerintah pusat, sebaliknya daerah
di dorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Otonomi
daerah juga diharapkan smampu mendorong s pemerintahan daerah untuk
meningkatkan  daya saing daerah dalam meningkatkan pembangunan
perekonomian di daerah. Dengan diberikannya kewenangan yang lebih besar
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah dapat
lebih mendekatkan pelayanannya kepada. masyarakat, serta memudahkan
masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan
yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan melalui otonomi daerah tersebut, Pemerintah
Daerah diharapkan mampu menggali dan mengelolah sumber-sumber pendapatan

daerah khususnya untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah,
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kesejahteraan masyarakat di daerah dan pembangunan di daerahnya dengan lebih
mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang dimiliki, termasuk melalui

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dari daera pemerintahan

daerah dan eraan masyarakat
di daerah hut. ‘ )¢ :‘. imba .‘_ . da Daerah dapat

dikatakan sebagai p erbes an  da dikarenakan

masih berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah.Sehingga optimalisasi
pengelolahan pajak dan retribusi haruslah ditingkatkan.

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diakui
bahwa pajak cukup penting dan berpengaruh terhadap PAD itu sendiri, selain
retribusi daerah.Pendapatan malalui pajak yang merupakan salah satu sumber

pemasukan yang besar ini, bukan saja berdampak di daerah namun juga untuk



pendapatan nasional sendiri. Pemerintah daerah dalam hal ini, memanfaatkan
potensi alam daerahnya atau potensi lain untuk dijadikan sumber pajak melalui
pengguna jasa potensi daerah tersebut, sehingga dapat memberikan peningkatan
hasil PAD daerah.tersebut. Dalam Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan bahwa sumber pajak
kabupaten/kota terdiri dari_. pajak ‘Kendaraan  bermotor, pajak bahan bakar
kendaraan bermotor, pajak aor permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral
bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet,
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan.

Salah satu perolehan PAD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah
adalah Pajak Parkir , dimana.dalam Perdanya yaitu pada pasal 1 poin 8 di artikan
sebagai berikut “Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di
luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor “

Pajak Parkir dikenakan terhadap pemilik.perorangan atau badan swasta yang
memiliki lahan parkir diluar tanah milik Negara.

.Berbeda dengan Retribusi Parkir yang dikenakan kepada pemakai jika
memanfaatkan sebagian dari badan jalan yang merupakan fasilitas milik Negara,
Dimana dalam perda nomor 2 tahun 2009 tentang LLAJ pada paal 1 poin 65
menjelaskan bahwa‘“Retribusi parkir adalah pembayaran atas pemanfaatan jasa

pengaturan dan penggunaan tempat parkir; Tempat Parkir tersebut meliputi tempat



yang disediakan untuk parkir umum meliputi badan jalan, halaman pertokoan,
obyek wisata dan pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh
pemerintah kota sebagai fasilitas umum untuk parkir”

Meskipun pendapatan melalui pajak parkir bukanlah.penerimaan terbesar
untuk PAD kota pekanbaru dalam sector pajak, namun pajak parkir tetap memiliki
kontribusi pada PAD yang sebenarnya perlu dipertimbangkan.

Untuk itu sarana atau fasilitas parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan
atau serice publik yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan juga
sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pajak
parkir. Di kotaPekanbaru fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah Kota
Pekanbaru tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor.
Selain itu, banyak tempat umum yang tidak memiliki lahan parkir yang cukup
seperti pusat perbelanjaan, pasar, sekolah, toko-toko, restoran/frumah makan, dan
lain sebagainya.Hal ini menyebabkan semakin banyaknya badan jalan yang
dijadikan sebagai lokasi parkir, sehingga Pemerintah melihat ada potensi yang
mampu membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dengan
mengadakan pemungutan retribusi parkir.

Untuk mengatur pajak parkir di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota
Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak
parkir, dimana pada pasal 1 poin 8, menyebutkan bahwa “Pajak Parkir adalah
Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor”,
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dan berikutnya yang menjadi sasaran wajib pajakparkir adalah tercantum pada
pasal 4 poin 2 dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 “Wajib Pajak Parkir adalah

Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir ”

penyediaa

Dan untuk

Dan pasal 37 poin 2 “Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan lain yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda 2 (dua)

kali jumlah pajak yang terutang”



Dengan kata lain fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai
tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat sementara untuk melakukan
kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir disediakan oleh orang atau
badan sebagai penyelenggara yang ditunjuk oleh instansi terkait yang telah di beri
wewenang atas izin pada tempat tertentu yang membutuhkan tempperparkiran..

Sesuai_dengan Peraturan,Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2011
tentang Pajak Parkir dalam pasal 1 nomor 9.menyebutkan bahwa “Penyelenggara
Parkir adalah Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir”.
Dan instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan
pengelolaan fasilitas parkir serta pengurusan pajak parkir sebagai mana yng di
tunjuk adalah Badan Pendapatn Daerah (BAPENDA) kota Pekanbaru. Hal ini juga
di cantumkan dalam peraturan daerahkota PekanbaruNomor 2 tahun.2009 dan
Peraturan Walikota Nomor:8 Tahun 2008 tentang struktur-erganisasi Dispenda
pada pasal 48 sebagai badan terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
2. Sekretaris, membawahi 3 sub bagian:
a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawabhi:
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
b. Seksi Penetapan
c. Seksi Pemeriksaan
4. Bidang Penagihan, membawabhi:
a. Seksi Pembukuan, Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan
b. Seksi Penagihan, Pertimbangan dan Keberatan
c. Seksi Pengembangan Pendapatan, Restitusi dan
Perhitungan.
5. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi:
a. Seksi Penata Usahaan Penerimaan Retribusi
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b. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain

c. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga
6. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, membawahi:

a. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
b. Seksi Bagi Hasil Pajak
c. Seksi n.Perundang-undang

tersebut (Peratt \ : : parkir) adalah

Ay
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Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.
2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan
mengendalikan tuga$S tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang
meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyususnan program dan anggaran,

pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha.Sekretaris dalam



melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/ kajian terhadap
bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan
maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk
dapat dijabarkan.dan sebagai-pedoman oleh.bawahan dalam pelaksanaan tugas.
Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri
dari:

a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, SubBagian

Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam data,
penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran,monitoring.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan
dalam " penyusunan = rencana  kegiatan = ketatausahaan,pembinaan
kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana,penyelenggaraan urusan
rumah tangga dan perjalanan dinas sertakehumasan

c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh
seorangKepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai
tugasmelaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas  dalam melaksanakanperumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pengkoordinasian,pembinaan, pengawasan, evaluasi dan
pelaporan bidang pendataan danpendaftaran, penghitungan dan penetapan
dokumentasi dan keberatan,pajak daerah dan retribusi daerah.Kepala Bidang
dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugasmelaksanakan analisa/kajian
terhadap bahan yang diajukan oleh bawahansebagai bahan penetapan oleh
pimpinan maupun terhadap bahan-bahanatau perintah, dalam pelaksanaan tugas

dibantu oleh Kepala Seksi yangterdiri dari :
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a.Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan.

c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan.

4. Bidang Penagihan

kebijakan

pelaporan bidang agiha gihan kdaerah, penagihan
penerimaan dan ain.Ke ang o .'._ : - gsi mempunyai
tugasdalam
olehbawaha

dibantu oleh

Retribusi dan Pendapatan Asli € ainya Lingkup Pajak,Retribusi dan
Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusankebijakan teknis lingkup
Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

6. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan.
Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dipimpin olehseorang

Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawan kepada Kepala Dinas

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalammelaksanakan perumusan dan



pelaksanaan kebijakan teknis,pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi
dan pelaporan bidangpembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, pertimbangan
bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan
lainlain.Kepala _«Bidang dalam  melaksanakan  fungsi mempunyai
tugasmelaksanakan  analisa/kajian  terhadap bahan yang diajukan oleh
bawahansebagai bahan penetapan ‘oleh® pimpinan maupun terhadap bahan-
bahanatau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dansebagai
pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu olehkepala seksi yang
terdiri dari :

a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Dagerah.
b. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakansebagian
tugas Dinas Pendapatan sesuai-dengan. keahlian dan kebutuhan.Kelompok Jabatan
Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenagadalam jenjang Jabatan
Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompoksesuai dengan bidang
keahliannya.Setiap Kelompok Jabatan Fungsionalsebagaimana yang dimaksud
dipimpin oleh seorang tenaga fungsionalsenior yang ditunjuk oleh Walikota.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi yang
digunakan untuk membangun Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaruyang
lebih baik lagi, Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaruyaitu :
“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan
pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat ”

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaruyaitu :



a. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
yangditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung
JawabDinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan
olehDinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.

b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan
melakukanpembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber
potensi yangtersedia.

c. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam
usahapeningkatan Pendapatan.

d. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan
diBidang Pendapatan.

e. Melakukan pengawasan terhadap Sistem. dan Prosedur sumber
PendapatanDaerah.

Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan dan. terdapat hampir diseluruh ruas
jalan di Kota Pekanbaru.Pada tahun 2017 jumlah lokasi yang terdata atau yang
memiliki izin sebanyak 341 lokasi (Data Badan Pendapatan Daerah). Tetapi untuk
jumlah titik parkir belum memiliki izin yang ada di Kota Pekanbaru, pihak Dinas
Bapenda tidak memiliki data tersebut, dikarenakan belum adanya pihak terkait
yang melakukan survey, tetapi hanya melakukan pengawasan dan tindakan
langsungdengan sosialisasi dan memberikn surat edaran kepada badan atau rang
yang termasuk kepada kategori wajib pajak melalui kerjasama dengn dinas
perhubungan.Melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak
parkir,Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Kota Pekanbaru dari sektor Retribusi Parkir.

Namun dalam implementasinyaperaturan daerah ini masih ada beberapa hal
yang menyebabkan kurang terlaksananya tujuan dari peraturan daerah ini.
Diantarnya berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, mendapatkan
beberapafactor yang menghambat tujuan dari peraturan daerah ini, berikut tabel

realisasi dari Perda tersebeut dalam beberapa tahun terakhuir:



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

I disay yejepe 1ul udwnyo(g

Gambar I.1: Tabel data realisasi pajak parkir di kotaPekanbarudalam
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2Tahun 2011
oleh BAPENDA Kota Pekanbaru
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daerah ini diantaranya:

1. Masih adanyabadan penyelenggara parkir yang masuk kepada wajib
pajak belum menjalankan peraturan daerah atau secara administrasi
belum mengurus perizinan dalam penyelenggaraan parkir meskipun telah

di beritahukan melalui serat edaran.
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2. Penerimaan pajak yang belum stabil dilihat dari data yang ada dari 4

tahun terakhir pada tabel gambar 1.1 realisasi pajak parkir di kota

Pekanbaru dalam halaman 16.

s tertarik untuk

melakukan penel c judul: “Evaluasi Pelaksa eraturan daerah

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun. 2011

Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalamPelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun. 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota

Pekanbaru.




N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

BAB Il
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

ini, penulis
masalah
mendukung

diartikan  sebagai

g didasarkan atas

adalah mengurus, megatur, mengelola yang artinya adanya keteraturan dan
pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi
pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengatuan

dinamikanya.



Administrasi Menurut Fellix Nisro, (2012;20) mendefenisikan Administrasi
Publik adalah sebagai suatu upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk
menjalankan kebijakan publik diantaranya:

A. Meliputi ketiga cabang. eksekutif (pemerintah), legislative (DPR), dan

yudikatif (kehakiman) dan hubungan timbal balik antara ketiganya

B. Memilik peran penting dalam pembuatan kebijakan publik sehingga

merupakan bagian dari proses politik

C. Berbeda secara signifikan dengan/administrasi swasta

D. Berhubungan,serat “dengan sejumlah ‘kelompok swasta dan individu
dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Woodrow Wilson (2012:21) Administrasi publik adalah
urusan atau praktik urusan pemerintah karena . tujuan pemerintah ialah
melaksanakan pekerjaan publik secara efesien dan sejauh mungkin sesuai dengan
selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha
memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh
usaha privat/swasta.

Menurut Nicholas Hedry (dalam "Mulyadi, 2011,23) peranan administrator
harus memiliki jiwa kepemimpinan yaitu mampu untuk meyakinkan orang lain
untuk bekerja sama di _bawah kepemimpinanya secara itu peran administrator
mampu melaksanakan fungsi-fungsi. manajemen seperti mengorganisasikan,
merencanakan, mengarahkan dan mengawasi. Supaya memberikan fasilitas
kepada masyarakat juga perlu di tingkatkan agar aspirasi masyarakat dapat
tertampung dan ditanggapin dengan baik keamanan dan ketertiban juga perlu
diperhatikan guna untuk memperlancar peruses..

Zulkifli (2005: 20) terdapat tiga pengertian subtansial yang terkandung

dalam sejumlah konsep administrasi yaitu :



1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan
Pelaksanaannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat
situsional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek
kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.

2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur ; adanya dua
orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya
tugas-tugas yang harus.dilaksanakan;-.adanya perlengkapan dan peralatan
untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam
merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.

3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan
konsep yang baru. Diacsudah ada’ dan dijalankan sejak manusia sudah
mengenal peradaban: Tentang keberadaansadministrasi sebagai suatu
proses tindakkan.

Bertitik tolak dari dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukkan
adanya sejumlah unsur-unsur administrasi uantuk mencapai suatu tujuan tertentu,
kelompok yang bekerja sama memerlukanseperangkat  instrumen yang saling
terkait dan bersinergi. Seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur
yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang
telah ditetapkanatau yang di kehendaki tidak akan tercapai.

Sedangkan administrasi dipandang dalamarti sempit dapat dicermati dari definisi
berikut:

Administrasi adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan
yang terkait dengan surat-menyurat (korespoden) dan pengelolaan keterangan
tertulis lainnya. Jadi administrasi adalah serangkaian kegiatan ketatausahaan atau
kesekretariatan berupa surat-menyurat dan pengelolaan data atau keterangan
tertulis lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarakan oleh
rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

(Zulkifli. 2005;16)
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Menurut Chandler dan Plano mengatakan administrasi publik adalah proses
dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk

memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-

peraturan b

2012:20).

Dan organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih
hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri —
sendiri.Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua
orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran.

Dalam suatu organisasi terdapat sekelompok orang yang melakukan aktivitas

dalam sebuah organisasi dengan menggunakan seni tertentu untuk tercapainya
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tujuan yang telah di sepakati melalui orang lain. Administrasi dapat berjalan

dengan adanya batuan dari orang yang mau terlibat di dalamnya yang disebut

sebagai manajemen. (Siagian,2003;6)

sebagai siste

terbuka. Terbuka IngkKi anghindari perbagai  bentuk

pekerjaan, penetapan hubungan antarpekerjaan yang efektif diantara mereka, dan
pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja
secara efesien (Siswanto 2005:75).

Menuryt Siagian(2003;96)sebagai alat administrasi dan manajemen,
organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama organisasi dapat

dipandang sebagai wadah, dan kedua organisasi dapat dipandang sebagai proses



seperti dikemukakan Siagian organisasi adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan
administrasi dan manajemen dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses
adalah proses menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Hubungan fermal antara erang-orang dalam organisasi.pada umumnya telah
diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi dan pada struktur organisasi serta
hierarki yang terdapat dalam-organisasi;Sebaliknya hubungan informal antara
orang-orang didalam organisasi tidak diatur dalam dasar hukum pendirian
organisasi

Menurut Siagian (2003;96) dasar hubungan yang bersifat informal menurut
antara lain adalah :

1. Hubungan yang didasarkan pada Personal Relations

2. Kesamaan keahlian para anggota organisasi

3. Kesamaan kepentingan dalam organisasi

4. Kesamaan minat dalam kegiatan-kegiatan diluar organisasi.

Dalam suatu organisasi/ prinsip ,amatrdiperiukan, terutama dapat dijadikan
pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang.

Menurut Siswanto (2005;98) prinsip organisasi yang dimaksud adalah
sebagai berikut :

1. Organisasi dan Tujuan
Prinsip ini menunjukan terdapatnya hubungan yang erat antara
organisasi dan tujuan.Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan.
Sebaliknya, tujuan hanya mungkin dapat direalisasikan manakala
melalui sarana organisasi

2. Esensi Organisasi
Prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab pengorganisasian
maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual.
Tanggung jawab didelegasikan dari seseorang kepada orang lain.
Individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban
yang juga bersifat pribadi.

3. Tanggung Jawab dan Otoritas



Prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung
jawab, artinya seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi
otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi
tanggung jawab mereka

4. Spesialisasi untuk Efisiensi
Organisasi  yang -efektif membagi .tanggungjawab dalam bagian
sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah. efisiensi dalam
masing-masing bagian tersebut.

5. Rentang Kendali
Rentang kendali jadalah’ tingkat-pengendalian atau tingkat delegasi
tanggung jawab.Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu
terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer.

3. Konsep Manajemen

Apabila sebuah organisasi supaya tetap berjalan dengan baik dan sesuai
dengan apa yang diharapkan maka sudah tentu harus memerlukan suatu ilmu atau
strategi untuk-mempertahankan dan menjalankan organisasi, adapun ilmu atau
strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen, yang mana manajemen
merupakan suatu usaha atau-upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara
mendaya gunakan dan juga mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain
untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya
oleh sebuah organisasi.

Manajemen merupakan suatu_proses-penyelenggaraan berbagai kegiatan
dalam rangka Pelaksanaan tujuan dan berbagai kemampuan atau keterampilan
orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam
rangka pencapaian tujuan manajerial melalui kegiatan-kegiatan orang lain
(Siagian,2003;5).

Manajemen adalah melakukan pencapaian tujuan organisasi yang sudah

ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain dan
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manajemen berhubungan dengan pengarahan orang dan tugas-tugasnya untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut George R. Terry

(dalamSunyoto;2015;2).

disistematisasik : atua ‘ NG anisasi. Sedangkan
manajemen sebag atu se +' § 'h ' w n, kemampuan,

serta keters nerapke 1S dan teknik dalam

Menurut Stoner(dalam Zulkifli, 2005:28) manajeman merupakan proses
merencanakan, mengorganisasikan, dan menggunakan semua sumber daya
menusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah di tetapkan.

Batasan manajemen hingga saat ini belum ada keseragaman, namun selalu

dan digunakan adalah :Ketatalaksanaan, manajemen, management dan
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pengurusan.Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka kita pakai
istilah aslinya yaitu “ Manajemen”mengandungtigapengertian:

* Manajemen sebagai suatu proses
. Manajemen ebagai kolektivitas orang-oran

ang melakukan aktivitas

mendatangka 3 3 eda anajeme - u berfungsi
menerangk a (Qe ; ejac ejadian, keadaan-
keadaan, j

G.R atakan(dalam S a esensial seorang
menejer ade
yang dapat ~ em ya erikan an-kebenaran pokok

yang dapat d

membentuk suatu proses keseluruhan.

Menurut Siswanto (2005;23) Kajian fungsi manajer secara garis besarnya
dapat di lihat dari dua arah , yaitu fungsi manajer kedalam organisasi dan fungsi
manajer keluar organisasi. Fungsi manajer kedalam organisasi dapat dilihat dari

dua sudut berikut :



1. Fungsi manajer dari sudut proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian.

2. Fungsional manajer dari sudut spesialisasi kerja, yaitu keuangan,
ketenagakerjaan, pemasaran, pembelian, produksi, dan sejenisnya.

Sedangkan fungsi manajer keluar organisasi meliputi.aktivitas yang berhubungan
dengan pihakluar. organisasi, yaitu menyangkut masalah yuridis, keuangan,
administrasi, hubungan antarmanusia, dan sejenisnya.

Menurut Handoko, (2009;6) manajemen’ dibutuhkan oleh semua organisasi,
karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia sia dan pencapaian tujuan akan
lebih sulit. Ada tiga alasan utamadiperlukannya manajemen:

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan

organisasi dan pribadi.

2. Untuk “menjaga keseimbangan diantara tujuan tujuan yang saling
bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan
antara tujuan tujuan, sasaran sasaran dan kegiatan kegiatan yang saling
bertentangan dari pihak pihak yang harus berkepentingan dalam
organisas, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan,

konsumen, supplier, serikat Kerja, assosiasi peraturan daerahgangan,
masyarakat, dan pemerintahan.

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat
diukur dengan banyak cara yangberbeda. Salah satu cara yang umum
adalah efesiensi dan efekktivitas.

4. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan sebuah tindakanwyang dilakukan, baik secara individu
maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010:1487).

Adapun  menurut Lukman Ali (2007:104), “Pelaksanaan adalah
mempraktekkan atau memasangkan”. Pelaksanaan dapat juga diartikan sebagai
pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho (2003:158) “Pelaksanaan pada prinsipnya

cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang dinginkan”.
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Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn
(2012:135) “Pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya

i, Pelaksanaan adalah

kegiatan yang

memiliki tig i kannya”. Adapun unsur-

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur Pelaksanaan di atas maka Pelaksanaan

dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta
dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target.

5. Konsep Evaluasi
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Untuk memahami makna evaluasi, maka akan berkaitan dengan penilaian
dan pengukuran.Menurut William N Dunn (dalam Riant Nugroho, 2009:536),

istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka

pemilihan pada aplikasi

2.5

metode-me masalah dan

rekomendas

ALANY

dilakukan.

Evaluasi adalah tahap terakhir setelah tahap-tahap penelitian, perencanaan,
dan penggiatan. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah
kegiatan benar-benar dilaksanakan menurut rencana berdasarkan hasil penelitian

atau tidak (dalam Onong, 1993;131).
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Berbicara tentang Evaluasi pasti yang terlintas dipikiran kita adalah penilaian atau

perbandingan hasil kenyataan dengan yang diharapkan selain itu keberadaan

Evaluasi di gunakan sebagai sejauh mana keberhasilan suatu program.

komponen.

Fungsi e yang telah
ditetapkan objektivitas
pengamat : : U S ampuan dan
menentukan kelayakan, dar - 3 agi kegiatan yang
dilakukan.

Evalua ija ( 3 nn (dalam Leo

Agustino, 20 37) be an c duksiy i genai nilai-nilai

atau manfaat hasilk atu - s an penilaian dan

mendefinisikan evaluasi sebagai berikut :
Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada
aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum
istilah evaluasi disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka
(rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yag menyatakan usaha untuk

menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih



spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau
manfaat hasil kebijakan.

Makna dan fungsi dari evaluasi kebijakan menurut wiliam dunn(dalam UGM
Press, 2000;609) bermuara pada tujuan sebagai-berikut:

a.-Memberi informasi yang falid dan dapt di percaya mngenai kinerja
kebijakan (kebutuhan, nila, dan kesempatan)dapat dicapai melalui
tindakan public, dalamchal ‘ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh
tujuan-tujuan dan target dapat dicapai.

b. Memberi sumbangan pada Klarifikasi dan kriti pada nila- nilai yang
mendasari pmilihan tujuan dan target.

Secara spesifik Dunn (UGM Press,2000;611) mengembangkan tiga pendekatan
dalam evaluasi-implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan
evaluasi keputusan teoritis.

a. Evaluasi Semu merupakan pendekatan yang menggunakan metode
deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan
tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-
hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat.

b. Evaluasi Formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode
deskriptif untuk menghasilkan informasi yang. terpercaya dan valid
mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan
program-kebijakan.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis merupakan pendekatan yang menggunakan
metode deskriptif ‘untuk. menghasilkan informasi yang terpercaya dan

valid mengenai hasil kebijakan secara eksplisit diinginkan oleh berbagai
pelaku kebijakan.

Menurut  William N.Dunn (UGM PRESS, 2000:610)menerangkan
gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan
yang bersifat evaluatif. Pada tahap ini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta
(Apakah sesuatu ada?) atau aksi (Apakah yang harus dilakukan?) tetapi nilai

(Berapa nilainya?).



Dunn menggambarkan Kriteria-kriteria kinerja kebijakan yang harus dievaluasi

adalah sebagai berikut:

1.

Efektivitas
Pertanyaan: apakah hasil yang diinginkan telah.tercapai?
llustrasi_« : unit pelayanan

. Efesiensi

Pertanyaan: seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil
yang diinginkan?

llustrasi @ unit biaya, manfaat bersih; rasio cost-benefit

. Kecukupan

Pertanyaan: seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan
memecahkan masalah?llustrasi : biaya tetap, efektifitas tetap
Perataan

Pertanyaan: apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada
kelompok-kelompok yang berbeda?
llustrasi : kriteria pareto, kriteria kaldor-hicks, kriteria rawls

. Responsivitas

Pertanyaan: apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi,
atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
llustrasi  : konsistensi dengan survei-warga negara

. Ketepatan;

Pertanyaan: apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna
atau bernilai?
llustrasi- : program-publik harus merata dan efisien

6. Konsep Pajak

Pengertian secara sederhana bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang

harus dibayarkan oleh warga negara sebagai iruan wajib kepada negara yang dapat

dipungut oleh penguasa, baik berupa“uang atau barang untuk tujuan membiayai

pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Menurut Prof. Dr.P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh (R.

Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Waluyo,2013:2), ”pajak adalah iuran kepada

negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang



langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.”

Dalam defenisi diatas lebih.memfokuskan pada fungsi.budgeter dari pajak,
sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur.Apabila
memperhatikan coraknya dalam:memberikan, batasan pengertian pajak dapat
dibedakan dari berbagi ‘macam ragamnya, yaitu dari Segi ekonomi, segi hukum,
segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang
diletakkanya, sebagai contoh: segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak
pada ekonomi.

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukan para.ahli lainnya adalah
sebagai berikut:

1. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R.+A. Seligman dalam buku Eassy
in Taxation menyatakan /pajak-adalah kontribusi. seseorang terhadap
negara tanpa adanya manfaat yang ditunjukkan secara khusus pada
seseorang - secara langsung. Memang demikian halnya bahwa
bagaimanapun juga pajak itu di tunjukkan manfaatnya pada mayarakat.

2. Pengerian. pajak menurut. Dr. Soeparman_.Soemahamidjaja dalam

desertasinya’ yang berjudul “Pajak “Berdasarkan Asas Gotong
Royong "menyatakan:
Pajak adalah iyuran-wajib berupa.uang atau barang yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan “morma-norma hukum, guna menutup biaya
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai
kesejateraan umum.

3. Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya dasar-dasar hukum

pajak dan pajak pendapatan (1990:5) menyatakan:
Pajak adalah iyuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.

Bedasarkan pengertian tersebut, terdapat ciri-ciri yang melekat dari definis pajak

antara lain:



1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi
individu oleh pemerintah;

3. Pajak dapat dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun
daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran.pemerintah, yang bila
masyarakatnya terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public
investment.

5. Pajak dapat pula mempunya tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

7. Konsep Pajak Parkir

Undang undang NOMOR.28 tahun.2011 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah, pasal 1 angka 31 menjelaskan tentang pajak parkir yaitu “Pajak Parkir
adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagaisuatu
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. Hal tersebut
dijelaskan sama dengan yang ada dalam peraturan daerah kota Pekanbaru yaitu
peraturan daerah.Nomor 2 Tahun 2011,

Pendapat lain dalam skripsinya yg berjudul “implementasi peraturan
daerahnomor 10 tahun 2011 tentang pajak parkir di kota medan” oleh (Atika
Monalisa Tampubolon:2011) ‘yang mengambil kutipan dari perda yg
bersangkutanmenyatakan bahwa pajak parkir “adalah Pajak parkir adalah pajak
yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang
pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha.”

Dengan berbagai pengertian diatas penulis menyimpulkan sesuai dengan
peraturan perundang undangan yg berlaku bahwa pajak parkir adalah pajak atas

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan
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dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagaisuatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dimana beberapa yang menjadi

objek pajak diantaranya seperti (Gedung parkir, Pelataran parkir, Garasi

3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas
6

. ketepatan
Baik Cukup Baik Kurana Baik

Sumber : Modifikasi penulis 2017

C. Konsep Operasional
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Untuk menjelaskan variabel penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun

konsep operasional sebagai berikut :

1. Administrasi dapat diartikan sebagai proses Kkegiatan yang

pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

4. Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan
tindakan atau tidak melakukan tindakan.

5. Pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada

tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal
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ini, Pelaksanaan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh

melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat

6. Evaluasi adalah proses menetukan nilai untuk suatu hal atau objek yang

menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus
dikenai pajak.

11. Pajak parkir adalah pungutan yang dibayatrkan atas kendaraan yg
berhenti di tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, baik
yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha termasuk juga

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.


https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Perpajakan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemotong_pajak&action=edit&redlink=1
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12. Konsep Transparansi Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan

yang diambil oleh pemerintah, transparansi di bidang manajemen

berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan

13. ivi bila suatu kebijakan

14. Efisie d a g Jumiaf usaha yang

segi tenaga.
15. naan dengan
a memuaskan

adanya masalah.

16. ataa ' I3 adalah berkenaan

kelompok-kelompok yang berbeda.

17. Responsivitas, Yang dimaksud responsivitas adalah berkenaan dengan
seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi,
atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target

kebijakan. Indikatornya adalah respon masyarakat terhadap kebijakan.
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18. Ketepatan, Yang dimaksud ketepatan adalah berkenaan dengan

pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat dan

berhasil.

19. Badan nal dengan sebutan

“““\“ .&a' a di bawah

)
‘é

IR ALAAR AL
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D. Operasional Variabel

Tabel 1.1 :  Operasionalisasi Variabel Peneliti Tentang Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan daerah Nomor.2 Tahun .2011 Tentang Pajak Parkir Di
Kota Pekanbaru

Cukup Baik
Kurang baik

Evaluasi
berkenaan

dengan prod
informasi
mengenai : Ke Baik
dan man ‘ 2 Cukup Baik
hasil kebijaka : Kurang baik
(William Dunn, |,
dalam Nugro "
2003;185)
Baik
Cukup Baik
Kurang baik
Baik
Cukup Baik
Kurang baik

. Daya tanggap
instansi  terhadap
tutuntutan
mayarakat

6. Ketepatan [1. Sasaran kebijakan | Baik
Waktu Cukup Baik
2. pengimplementasi | Kurang baik
kan kebijakan

Sumber :Dunn N, Willian. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, modoifikasi penulis 2017.
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E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala

ordinal yang terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran penilaian setiap

dikator pelaksanaan

Pajak Parkir Di

1. Efektifitas

Baik ika rata-raf hadap indikator pelaksanaan

Kota Pekanbaru 67% - 100%
Cukup Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan
Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di

Kota Pekanbaru 34% - 66%
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Kurang Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan

Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di

Kota Pekanbaru 1% - 33%

2. Efisiensi

Baik

Cukup Bai

Cukup Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan
Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di
Kota Pekanbaru 34% - 66%

Kurang Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan

Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di

Kota Pekanbaru 1% - 33%
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4. Pemeratan (equity)

Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan

Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di

Kurang B

5. Respons

Baik dikator pelaksanaan
Pajak Parkir Di

Cukup Baik Ji dikator pelaksanaan

Kurang Baik Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan
Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di
Kota Pekanbaru 1% - 33%

6. Ketetapan
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Baik

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator pelaksanaan

Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di

Kota Pekanbaru 67% - 100%

Cukup Baik  Jik ia ond indikator pelaksanaan

‘ ‘\\‘EQ“ .ea‘ Parkir Di

MM%

pelaksanaan

ajak Parkir Di
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. TipePenelitian

yang digunaka iti populasi dan sar pengumpulan data
menggunak en analis : atif atau statistik

dengan tuju

ditetapkan oleh peneliti untuk dipe dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah KepalaDinasBadanPendapatn
Daerah Pekanbaru, Kepala BidangPendataan Dan PenetapanPajak Daerah,
SeksiPajak Hotel, Parkir, Dan SarangBurungWalet, UPTD Parkir, dan masyarakat

wajib pajak.
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C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2002:57) adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas.a

10 Mempun

A R N

arakteristik tertentu

dian ditarik

No Sampel | Presentase

1 | Kepala Bidang Pajak Daer 1 100%

2 | Kepala Sub Bidang Pajak Parkir 1 1 100%

3 | Staff Pajak Parkir 1 1 100%

4 | WajipPajak/PengelolaParkir 341 30 9%
Jumblah 344 33 10%

Sumber :Bapenda Kota Pekanbaru 2017.
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D. Teknik Penarikan Sampel
Teknik penarikan sampel atau teknik sampling adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun penarikan sampel dalam

pengambi el. Hal in ' asi yang relatif kecil

sehingga 2 : - 8 ggota populasi
sebagai sa

Masyar aja -L : ﬂy diambil dengan
menggunakan.te am i an sampel dengan

pertimbangan ter ima ambi sampel dari keseluruhan

sumber data sekunder (secndary data).
a. Sumber primer
Sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original —material mentah
dari pelaku yang disebut “first-hand information”. Data yang dikumpulkan
dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Individu, kelompok fokus, satu

kelompok responden secara khusus sering dijadikan peneliti sebagai sumber
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data primer. Data primer yang dikumpulkan  meliputihasil

observasi/surveidan wawancara kepada informan penelitian mengenai

beberapa hal yang menjadi indikator variabel.

digunakan untuk

mengumpulkan " ata o a empiris.  Untuk

digunakan adalah;
a. Obsevasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala
atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan
menggunakan indera atau nalar penulis. Observasi merupakan teknik
pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan

dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner.
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b. Wawancara (interview)
Wawancara(interview) adalah teknik pengumpulan data dengan

mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian,

penelitian.Wawancara

buku buku, dans umber yang ada pada kantor Badan Pendapatan Daerah

Kota Pekanbaru.

G. Teknik Analisa Data

Analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran berdasarkan



kenyataan dan fakta-fakta di lapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi

dengan serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.
Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif

mengenai kata-kata lisan maupun_tertulis, dan-tingkah laku yang dapat diamati

dari orang-orang yang diteliti.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penglitian

Tabel 111.2: Jadwal =~ waktu kegiatan penelitian. tentang Evaluasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Pajak Parkir Di Kota Pekanaru

Tahun 2018
112/ 3/4/5/6|7|8/91011112

No Kegiatan Keterangan

Persiapan dan
Penyusunan UP

2. | Seminar UP

3. | Riset

4. | Penelitian Lapangan

Pengolahan dan
5. | Analisis Data

Konsultasi bimbingan
6. Skripsi

7| Ujian Skripsi

Revisi dan Pengesahan
8. | skripsi

Penggandaan dan
9. | Penyerahan Skripsi

Sumber; Modifikasi Penulis 2017
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A.. Gambaran Umum-Kota Pekanbaru

Pekanbaru — Siak = 74
Pekanbaru — Bangkinang = 51 km
Pekanbaru — Ps. Pengaraian = 128 km

Pekanbaru — Bagan = 192 km

© N o o B~ w0 DN PE

Pekanbaru — Dumai = 125 km
9. Pekanbaru — Selat Panjang = 141 km

Dari keterangan diatas menunjukkan jarak antara Kota Pekanbaru dengan

beberapa jarak kota yang lainnya.
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Kota Pekanbaru terdiri atas 12 Kecamatan, berikut adalah daftar
Kecamatan dan luas wilayah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru :

Tabel 1V.1: Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di
Kota P aru 2018

No Keca uk
1 9, :
2 u
3 i 22055 |S
4 r 2
5 a
6 L
7 S
8 P 0
9 S =3
10 S 6,65 S
11 R 128,8 :
12 R esisir 5743 -
Ju :
Sumber : Pe m
| KANBARS -
Dari t a k ng mendominasi
jumlah Pendud 2, S8 n Sail merupakan
kecamatan yang pe n ’ k Kota Pekanbaru yang
sangat strategis dan berpel t ikan daerah pemasaran barang

hasil penyelundupan, kemudian jika dilihat letak Kota Pekanbaru yang secara

Geografis terletak diantara :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Siak.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Palalawan.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

P oW N

Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Minas.
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Provinsi Riau dengan Pekanbaru sebagai ibu kotanya yang provinsinya
dikelilingi oleh laut dan berbatas dengan Negara tetangga, sehingga hal ini

memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh organisasi perdagangan gelap

gkat | Riau.
pembangunan
ntangan yang

lainnya dalam

dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru tahun 2018 dijelaskan pada table berikut :

Table 1V.2. Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin di
Kota Pekanbaru tahun 2018

No | Kecamatan Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan
1 | Tampan 138.304 130.758
2 | Payung Sekaki 46.360 44.305
3 | Bukit raya 53.448 49.666
4 | Marpoyan Damai 68.050 63.195
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5 | Tenayan Raya 81.777 76.742
6 | Lima puluh 20.627 20.810
7 | Sail 10.728 10.751
8 | Pekanbaru Kota 12.716 12.378
9 | Sukajadi 23.531 23.833

dengan je

SR

o
:
2 A LE)

=
2.
>
«Q
3]
w
=
AL

penduduk

Kotamadya D

Dalam Negri #' ber 1975 tentang
Pembentukan Bada Qﬁ maka pada tahun 1976
dibentuk Dinas Pendapata otamadya Daerah Tingkat Il

Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu
adalah sebagai berikut :

— Kepala Dinas

— Seksi Tata Usaha

— Seksi Pajak dan Retribusi

— Seksi IPEDA
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— Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata

3 Daerah Tingkat I,
ﬁﬂi“‘ .bé

“f Tingkat |1
bl

Nomor KUPD.7/12/41-101 i 1978, ditindaklanjuti dengan
diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.ll Pekanbaru Nomor 7
Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.Il Pekanbaru Tipe B,
dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

— Kepala Dinas



— Sub Bagian Tata Usaha
— Seksi Pendaftaran dan Pendataan

— Seksi Penetapan

~ B

(4=

-

=

=

Er tentang Pe

& O g

7 % 2000 tenta

= =

& =

- e Pekanbaru

E =, selanjutnya

- g_

g =3 Perubahan

-

= . .

e o Organisasi d

0 7

7] = termasuk Dina

(S,

w =

hT = —Kepala D
;

E . — Wakil Kepa

E — Bagian Tata Usaha

v}

=

— Sub Dinas Program

— Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

— Sub Dinas Penagihan

— Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
— Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

— Kelompok Fungsional

tahun 1999
omor 50 tahun

erintah Kota
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2. Visi Dan Misi badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru
Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi yang

digunakan untuk membangun Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang

lebih baik lagi, V.
“Terwuj a | endapate c dministrasi
dan pe 13 serta i Sert: syarakat”

Bukan Pajak
dan tanggung

sanakan oleh

b.
C baru dalam usaha
d.
e. Melakukan pengawasan terhadap system dan prosedur sumber

Pendapatan Daerah.
3. Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakantugas pokok

dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, Memimpin dan membina bawahannya
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dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, Melakukan
pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, Penyusunan rencana program

dibidang pendapatan, Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi.

dari:

penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran,
monitoring.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan
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kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan
rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan

c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang

mempunya - Kep: 1Y akanperumusan dan

pelaksanaan ke tekni 19 ‘- -L :':_ a3 asan, evaluasi
dan pelapo h o ' : - ngan dan penetapan
dokumentasi dan kebera aera S erah.Kepala Bidang
dalam melaksane aSMe akan analisa/kajian
terhadap bahan ya le 3 penetapan oleh

pimpinan maupun te ahang a pelaksanaan tugas

b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan.

c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan.

4. Bidang Penagihan
Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas mempunyaitugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan danpelaksanaan
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kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan,evaluasi dan
pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajakdaerah, penagihan

penerimaan dan lain-lain.

lain-lain.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugasmelaksanakan
analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahansebagai bahan
penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahanatau perintah yang
diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dansebagai pedoman oleh bawahan
dalam pelaksanaantugas dibantu olehkepala seksi yang terdiri dari :

a.Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
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b.Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain.

6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Fungsional
Fungsional agi erbe g engan bidang

keahliannya. K an F 3 : ﬂ-‘ yang dimaksud
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Respc

Kota Pekanba ; aka i ekanbaru. Untuk
mendapatkan data yang a ~ ndentitas responden
dengan me

1. Indenti

Usia merupaka : ikiran ng dalam rangka

mengalami kelelahan dalam melak pekerjaan jika dibandingkan dengan
pegawai yang umurnya lebih muda.Untuk itu diperlukan mengetahui data tingkat
umur pegawai dan masyarakat wajib pajak sehingga dapat membantu

mendapatkan hasil relevan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut dibawahnya ini :



Tabel V.1 :

Jumlah Responden Pegawai menurut tingkat umur dalam

penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota

Pekanbaru.
No Tingkat Umur Jumlah Responden Presentase (%0)
1 20-30Tahun 1 33%
2 31-40 Tahun 67%
3 41-50 Tahun - -
4 50 Tahun ke atas . -
Jumlah 3 100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa untuk identitas responden jika

dipandang dari tingkat umur maka menjadi beragam. Untuk usia 20-30 tahun

berjumlah 1 orang dengan presentase 33%, usia 31-40-berjumlah 2 orang dengan

persentase 67%. Dapat disimpulkan data responden pegawai menurut tingkat

umur didominasikan pada umur 31-40 tahun.Tingkat umur mempengaruhi

produktifitas masing-masing-pegawai.

pekanbaru berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini

Hasil penelitian Responden masyarakat wajib pajak parkir di kota

Tabel V.2 :Jumlah Responden Masyarakat \Wajib Pajak Parkir Di Kota
PekanbaruMenurut Tingkat Umur Dalam Penelitian Tentang
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru

No Tingkat Umur Jumlah Responden Persentase

1 | 20-30 tahun 17 57%

2 | 31-40 tahun 9 30%

3 | 41-50 tahun 4 13%

4 | 50 tahun ke atas - -
Jumlah 30 100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa untuk identitas reponden

masyarakat di kota Pekanbaru jika dipandang dari tingkat didominasi dengan




umur 20-30 berjumlah 17 orang dengan presentase 57% , dan umur 31-40 tahun
berjumlah 9 orang dengan presentase 30%, sedangkan umur 41-50 berjumlah 4
orang dengan presentase 13%.
2. ldentitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola fikir
seseorang dalam berbuat dan_ bertingkah laku.dalam mengambil keputusan dalam
rangka melaksanakan “suatu pekerjaan. Pendidikan™ merupakan suatu usaha
seseorang dalam rangka memberikan pelaksanaan terhadap pola fikir orang lain
dalam dan menilal sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui
kemampuan Seseorang yang cenderung akan' mempengaruhi pola fikir serta
tingkah setiap orang. Pendidikan tidak bisa didapat begitu saja.melainkan melalui
beberapa tahapan-tahapan baik dari sekolah, lingkungan maupun dari keluarga.
Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru mengenai tingkat pendidikan ini, maka dapat dilihat tingkat pendidikan
pegawainya adalah sebagai berikut:
Tabel V.3 :Jumlah Responden Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota
Pekanbaru.

0 Jenjang pendidikan Jumlah Presentase (%0)

SLTP - -

SMA - -

Diploma 3 -

Strata 1 3 100%

g |w(N| =

Strata 2

Jumlah 3 100%

Sumber: Data Olahan, penelitian lapangan 2018
Tabel V.3 diatas menjelaskan untuk identitas responden dilihat dari tingkat

pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan




bagi pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menunjukan bahwa pada
tabel diatas keseluruhan responden yaitu berjumlah 3 orang berpendidikan Strata
1 dengan persentase 100%.

Berdasarkan tabel diatas.diketahui_bahwa untuk identitas responden jika
dipandang dari tingkat pendidikan maka menjadi beragam mulai dari perguruan
tinggi hingga terendah, namun, jika ‘dilihat’ dari .tabel diatas, tingkat pendidikan
pegawai terbilang memadai untuk kategori terpelajar dan terdidik.oleh karena itu
diharapkan para pegawai dapat bekerja sebaik mungkin melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan efektif dan penuh rasa tanggung jawab.

Tabel V.4: Jumlah Responden Masyarakat Wajib Pajak Parkir Di Kota
Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dalam Penelitian

Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru

No Jenjang pendidikan Jumlah Presentase (%)

1 SLTP - -

2 SMA 2 7%

3 Diploma 3 5 16%

4 Strata 1 23 77%

5 Strata 2 - -
Jumlah 30 100%

Sumber : Data Olahan, penelitan lapangan 2018

Tabel V.4 diatas bahwa diketahui untuk identitas responden dilihat dari
tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, dapat dilihat bahwa jenjang
pendidikan bagi masyarakat wajib pajak di kota Pekanbaru menunjukan bahwa
pada tabel diatas responden berpendidikan tingkat SMA sebanyak 2 orang atau
dengan persentase 7%, responden berpendidikan tingkat Diploma 3 sebanyak 5
orang atau dengan persentase 16%, responden berpendidikan tingkat Strata 1

sebanyak 23 orang atau dengan persentase 77%.
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3. ldentitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin identitas responden pege adan Pendapatan Daerah

turan Daerah
kir Di Kota

esentase (%)
67%

jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi jumlahnya dari pada perempuan. Untuk
jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 2 orang atau dengan persentase 67%, untuk

jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 1 orang atau dengan persentase 33%.



Tabel V.6 :Jumlah Responden Masyarakat Wajib Pajak Parkir Di Kota
PekanbaruBerdasarkan Jenis Kelamin Dalam Penelitian
Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.

No Jenis kelamin Jumlah Presentase (%0)
1 Laki-laki 24 90%
2 Perempuan 3 10%
Jumiah 30 100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018
Pada tabel V.6 dapat diketahuicbahwa. untuk responden masyarakat wajib

pajak di kota Pekanbaru dapat dilihat pada tebel diatas untuk jenis kelamin laki-
laki sebanyak.27 orang atau dengan persentase 90%, responden untuk jenis
kelamin perempuan sebanyak 3 orang atau dengan persentase 10%

B. Pembahasan Hasil Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan tujuan penelitian penulis kemukakan pada bab sebelumnya,
dalam mengetahul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Pajak Parkir Di Kota-Pekanbaru, maka penulis menetapkan, masyarakat
yang terdata sebagal wajib pajak parkirdi kota Pekanbaru sebagai responden
dalam penelitian ini

Untuk melihat ‘Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaruyang dijadikan indikator adalah
Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataaan, Responsivitas, dan
Ketepatan.sedangkan yang menjadi item dinilai dalam penelitian ini adalah:
1. Efektifitas

Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil

(akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya



tindakan.Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis,

selalu dikukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.

Untuk lebih jelasnya tanggapan responden tentang indikator ini dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel \.7: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Di Kota
PekanbaruMengenai  Indicator  Efektifitas DalamEvaluasi

Pelaksanaan Peraturan' Daerahy Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Pajak Parkir:Di Kota Pekanbaru.

Kategori penilian
No Stb indicator Baik | CukupBaik | Kurang Baik | Jumian
1 Pencapaian tujuan
6 10 14 30
(20%) (33%) (47%) 100%
2 integrasi
4 13 13 30
(14%) (43%) (43%) 100%
Jumlah 10 23 27 60
Rata-Rata 5 b 14 30
Persentase 17% 36% 47% 100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Berdasarkan Tabel “V.7 -diatas..dapat ‘.diketahui indikator efektifitas
diperoleh tanggapan responden masyarakat wajib pajak parkirdi kota Pekanbaru,
yang terdiri dari dua item yang dinilai dan jumlah nilai keseluruhan dari masing-
masing kategori penilaian dari :Baik dengan jumlah persentase 17%, atau ada 5
orang responden, Cukup Baik dengan-jumlah persentase 36% atau ada 11 orang
responden, dan Kurang Baik dengan jumlah persentase 47% atau ada 14 orang
responden. Dengan uraian persentase tersebut berarti penilaian tertinggi pada
indikator efektifitas yaitu Kurang Baik dengan jumlah persentase 47%,.
Berdasarkan hasil daridata kuisioner, penulis mendapatkan item penilaian
kurang baik yang paling mendominasi diperoleh dari tanggapan responden

sebanyak 14 orang atau persentase 47%, dimana penilain terhadap indikator
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efektifitas tidak berjalan sepenuhnya dilapangan. Hal ini dapat lilihat dalam
pencapaian tujua dalam target oleh Bapenda yang dalam beberap tahun terakhir

memang belum maksimal. Berikut adalah tabel realisasi pajak parkir di kota

Pekanbaru:
Tabe a isasi ru Dalam
ahun 2011
DA Kota Pekan
) (7
" 2
c
22
=
1
10 ¢
5
2013 2014 2015 2017
W reals 019699,08 I 9269093
" targ ,08 8239731
Dalam uraia ebut ami am pelaksanaan
ANB
peraturan ters n integritas dalam
kelompok yang nan jek pajak yang tidak
melaksanakan perat in arget pencapaian yang

diinginkan belum terpenuhi.

Dari hasil kesimpulan wawancara pada tanggal 8 Desember 2018 jam 09.30
bersama kepala subbidang pajak daerah Bapak Agussalim, S.Sos.mengatakan

bahwa :

“untuk efektifitas dalam pencapaian tujuan dari pajak parkirini kita sudah
baik namun memang ada beberapa factor yang masih belum dapat kita
capai tapi kita tetap berusaha dengan cara pendekatan serta sosialisasi
ternadap wajib pajak agar tahu dan sdar akan pentingnya pajak dalam
pendapatan daerah.”
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Dari hasil observasi, penulis melihat dalam upaya pencapaian tujuan

pelaksanaan peraturan daerah no 2 tahun 2012 masih belum maksimal karna

masih ada beberapa faktor penghambat diantaranya bentuk integrasi oleh

AN ArS

dari target

Dari ebagai salah satu
PAD kota p al namun masih
perlu penin

proses penye

,:‘1;5\‘%3‘%\@;\
%—.

agar dapat me
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S
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=
=:
Q
=
=
)
S

mendapatkan has
dengan efektif.
2. Efisiensi
Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang
diinginkan.Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
menghasilkan tingkat efektiftas tertentu.Efisiensi, yang merupakan sinonim dari
rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha,

yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.Efisiensi biasanya ditentukan



melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.Kebijakan yang mencapai

efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Tabel V.9: Distribusi

PekanbaruMengenai

Indicator

Tanggapan Responden Masyarakat Di Kota

EfisiensiDalam Evaluasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah-Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.

Kategori Penilian

No Sub indicator Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | -umlan

1 | Pemanfaatan sumber L 1% 19 30
daya (37%) (63%) 100%

2 | Pembiayaan 1 2], 8 30
pelaksanaan program (3%) (70%) (27%) 100%

Jumlah 1 32 A 60

Rata-Rata i 16 S 30
Persentase 3% 53,5% 43,5% 100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Dari diatas dapat diketahui untuk indikator efisiensidiperoleh tanggapan
responden yang menjawab baik sebanyak 1responden dengan persentase 3%, dan
yang menjawab-cukup baik 16 respondendengan persentase 53,5% dan yang
menjawab kurang. baik 13 responden’ 'dengan persentase 43,5% maka secara
keseluruhan untuk indikator efisiensi dari masyarakat wajib pajak parkirdi kota
Pekanbaru dari pertanyaan yang diajukan dapat disimpulkan dengan kategori
cukup baik.
Item penilaian cukup baik diperoleh karena penilain indikator efisiensisudah
cukup berjalan dengan baik dilapangan. Hal ini karena sudah adanya acuan
peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan itu lah dilakukan proses
untuk

pelaksanaanpajak parkir sehinggaBadan Pendapatan Daerah Kota

Pekanbarudapat melakukan pelayanan untuk masyarakat.
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selanjutnya untuk melihat tanggapan tentang indikator efisiensiterhadap
pelaksanaan pajak parkirdi kota Pekanbaru dapat dilihat pada penjelasan

wawancara dibawah ini.

3l 8 Desember 2018

efektifitas dala erjas cper 3 dari berbagai
aspek sepe ianya igan pe 19k '_ atau pengeluaran

anggaran e € ) af enunjang efisiensi

pihak yang berwenang dalam pemamfaatan sumber daya yang mana untuk
mendukung pelaksanaan pajak parkir baik itu di segi sumberdaya manusianya
yang masih belum optimal dalam tugasnya sehingga masih ada masalah seperti
fenomena yang penulis sampaikan dan dari segi lain juga termasuk teknologi dan

wewenag dalam tugasnya.
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Dan rata rata dari reponden menilai untuuk pembiayaan pelaksanaan program

sudah cukup baik karna menurut mereka untuk dana alokasi dalam pelaksanaan

perturan daerah tentu sudah ada regulasi yang mengatur yang pasti sudah sesuai

) Dalam Evaluasi
nor 2 Tahun 2011

No Sub indicate | 1 Jumlah
1 | Fasilitas

30
100%

2 | Kemampuan pegawai
2 8 20 30
(7%) (27%) (66%) 100%
Jumlah 13 27 20 60
Rata-Rata 7 13 10 30
Persentase 23% 43% 34% 100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018
Berdasarkan Tabeldiatas dapat diketahui indikator Kecukupandiperoleh

tanggapan responden, yang terdiri dari dua item yang dinilai dan jumlah nilai



keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian dari : Baik dengan jumlah
persentase 23%, atau ada 7 orang responden, Cukup Baik dengan jumlah
persentase 43% atau ada 13 orang responden, dan Kurang Baik dengan jumlah
persentase 34% atau ada 10 orang responden.Dengan uraian persentase tersebut
berarti penilaian tertinggi pada indikator Kecukupanyaitu cukup baik dengan
jumlah 43%, maka dalam teknik: pengukuran:yang digunakan jumlah persentase
ini masuk pada kategori pengukuran Cukup Baik dengan rata-rata persentase
jawaban responden antara 33%-66%. Maka dapat disimpulkan untuk pelaksanan
Perda pajak parkir sudah brjalan dengan cukup baik di indicator kecukupan,
dimana tuntutan masyarakat khususnya wajibh pajak merasa sudah dipenuhi
walupun belum sesempurna yang diharapkan tapi disini dapat dilihat telah ada
usaha dari pihak BAPENDA dalam pelayanan yang dilakukan untk kepusan
public.

Berikut kesimpulan hasil wawancarapada tanggal 8 Desember 2018 jam
09.30 penulis denga narasumber sub bidang pajak parkir bapak Agussalim, S.Sos :

“untuk fasilitas dan kemampuan pegawai sudah sangat mencukupi dalam
hampir semua aspek untuk pelayann dan pengurusan pajak parkir, khususnya
fasilitas yang kita berikan itu say rasa sudah bagus dan terlihat juga tidak
ada komplian dari masyrakat terhadap. fasilitas yang kita berikan, dan untuk
kemampuan pegawai mungkin belum ada kata cukup karna kita memang
butuh SDM yang baik dari yang terbaik untk mendapatkan hasil dan tujuan
untuk itu kita selalu melakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan
pegawai kita dengan program program yang ada”

Berdasarkan hasil observasi, penulis melihat bahwa responden masih menilai
kemampua dari sumber daya manusia atau pegawai dari BAPENDA masih ada
kekurangan sehingga penilaiaan dari responden atau wajib pajak belum

memuaskan dimana hal ini juga seperti masalah dalm pemamfaatan sumberdaya



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

pada idikator efektifitas, namun penilaian responden pada kecukupan dalam
fasilitas mendapat penilaian yang memuaskam dengan kategori cukup baik

dengan persentase 63% dimana responden yaitu wajib pajak menilai fasilitas yang

SRALNANEY

S 52

4. Pemer
Peme manfaat dari
suatu kebia a dan manfaat

didistribusi

2\

Tabel V.11: Parkir Di Kota
DalamEvaluasi

n 2011 Tentang

éﬁ

No i f@ Jumlah

1 | Equality.
30
100%
2 Equity ; . . 0

1

(10%) (60%) (30%) 100%
Jumlah 10 41 9 60
Rata-Rata 5 21 4 30
Persentase 17% 70% 13% 100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui indikator pemerataan diperoleh

dari tanggapan responden, yang terdiri dari dua item yang dinilai dan jumlah nilai



keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian dari : Baik dengan jumlah
persentase 17%, atau ada 5 orang responden, Cukup Baik dengan jumlah
persentase 70% atau ada 21 orang responden, dan Kurang Baik dengan jumlah
persentase 13% atau ada 4 orang. responden..Dengan uraian persentase tersebut
berarti penilaian tertinggi pada indikator pemerataan yaitu cukup Baik dengan
jumlah 70%.

penulismenyimpulkan tanggapan masyarakat terhadap pemerataan oleh
pemerintah dalam hal pajak parkir rerhadap seluruh elemen yang masuk dalam
kategori wajib pajak parkir sudah cukup baik yang berarri pemerintah tidak
membedakan suatu kelompok dengan kelompok lainnya dan di berlakukan sama.

Dari hasil kesimpulan wawancara pada tanggal 8 Desember 2018 jam
09.30bersamasub bagian pajak parkir bapak Agussalim S.Sos mengatakan bahwa:

“Dari segi pemerataan tentu kita selaku instasi yang bertanggung jawab
melakukan dengan menyeluruh karna sudah ada ketetapan akan criteria
masyarakat yang dikategarikan| sebagar wajib pajak yang telah di atur
dalam dengan undang undang ataupun peraturan daerah yang berlaku.”
Bedasarkan hasil observasi di lapangna penulis menyimpulkan dalam hal
pemerataan yang menyangkut kepada sub indicator equality atau pemerataan
kebijakan di seluruh kota“peakanbaru yang menjadi wewenangpemerintahan,
dalam hal ini BAPENDA telah melakukan pemerataan yang menyeluruh dlam
pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak parkir nomo 2 tahun 2011. Dan pada
equity yaitu pemerataan terhadap masyarak yang masuk pada kategori sebagai
wajib pajak juga sudang lebih baik yang menjadi objek dari kebijakan tersebut,

walaupun masih ada sebagian kecil yang masih melanggar atau belum

melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.Tapi secara keseluruhan
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pemerataan terhadap masyarakat yang terdata dan masuk pada kategori wajib

pajak sudah berjalan dengan cukup baik dengan presentase berdasarkan tanggapan

responden sebanyak 41% dengan kategori cukup baik.

Wajib Pajak
anbaruMengenai
Pelaksanaan
entang Pajak

No Jumlah
1
30
100%
2 30
terhadap tutu 100%
mayarakat
Jumlah 22 60
Rata-Rata 11 30
Persentase 13% 50% 37% 100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Berdasarkan  Tabel V.12 diatas dapat diketahui indikator
responsivitasdiperoleh tanggapan responden, yang terdiri dari dua item yang
dinilai dan jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian dari :
Baik dengan jumlah persentase 13%, atau ada 4 orang responden, Cukup Baik

dengan jumlah persentase 50% atau ada 15 orang responden, dan Kurang Baik



dengan jumlah persentase 37% atau ada 11 orang responden. Dengan uraian
persentase tersebut berarti penilaian tertinggi pada indikator responsivitas yaitu
Cukukp Baik dengan jumlah persentase50%, maka dalam teknik pengukuran yang
digunakan jumlah<persentase ini.masuk pada-kategori pengukuran Cukup Baik
dengan rata-rata persentase jawaban responden antara 33%-66%.

Dari keterangan tersebut: penulis ‘menyimpulkan bahwa untuk indicator
responsivitas dari. BAPENDA selaku badan yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan pajak parkir di kota Pekanbaru sudah benjalan cukup baik, hal ini
selain di ambil dari kesimpulan tanggapan respondenuntuk idikator responsivitas,
BAPENDA dalam pelaksanaan pajak parkir juga merupakan keharusan dari tugas
mereka dimana upaya yang merekan lakukan sebagai instansi terkait dlam
merespon tanggapan masyarakat wajib pajak untuk tercapainya tujuan dalam
pelaksanaan pajak parkir ~dan rata rata menjawab upaya yang dilakukan
BAPENDA berjalan cukup baik dalam responsivitas dengan persentase 50%.

Berikut kesimpulan jawaban wawancara penelitipada tanggal 8 Desember
2018 jam 09.30 dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melalui sub
bidang pajak parkir Bapak Agussalim, S.Ses terhadap indikator Responsifitas:

“untuk kemampuan pegawai sebagai slah satu sumberdaya kita saya rasa
sudah sangat mumpuni di bidangnya masing masing dan dalam hal respon
daya tanggap kita juga selalu meningkatkan kesiapan dan disiplin
pegawai agar bisa menerima keluhan serta laporan dari wajibpajak,
namun mungkin untuk tuntutan dari masyarakat atau dalam hal ini wajib
pajak khususnya sulit untuk menhasulkan kata cukup atau puas untuk itu
kita selalu berusaha untuk meninggkatkan pelayanan dan kualitas kita
untuk masyarakat.”

Berdasarkan hasil observasi dan data kuisioner, rata rata penilaian

responden begitu juga peneliti dalam menjalankan tugas dan fungi sebagai baan
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yang bertnggung jawab sudah baik karna dalam pelaksanaanya tidak ada atau
jarang complain pelayanan dari responden hal ini juga membuktikan bahwa SDM

disini memang sudah berdasarkan kemampua yang dimiliki masing masing,

6. Ketepa

Yang ertanyaan apakah

kebijakan t

Wajib Pajak
Mengenai
Peraturan
Parkir Di Kota

No Kurang Baik Jumlah
1 | SasaranWaktu kebij
30
100%
2 pengimplementasikan
kebijakan 2 15 13 30
(7%) (50%) (43%) 100%
Jumlah 26 21 13 60
Rata-Rata 13 10 7 30
Persentase 43% 33% 24% 100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018
Berdasarkan diatas dapat diketahui indikator ketepatandiperoleh tanggapan

responden, yang terdiri dari dua item yang dinilai dan jumlah nilai keseluruhan



dari masing-masing kategori penilaian dari : Baik dengan jumlah persentase 43%,
atau ada 13 orang responden, Cukup Baik dengan jumlah persentase 33% atau
ada 10 orang responden, dan Kurang Baik dengan jumlah 24% atau ada 7 orang
responden. Dengan uraian persentase tersebut berarti penilaian tertinggi pada
indikator ketepatanyaitu Baik dengan jumlah persentase tertinngi yaitu 43%. Hal
ini membuktikan bahwa sasaran: dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 2
tahun 2011 tentang pajak parkir berjalan dengan baik dimana sasaran dari Perda
tersebut telah di raih dengan baik dalam mengimplementasikan peraturan terhadap
objek pajak yaitu masyarakat wajib pajak parkir di kota pekanbaru.

Berikut kesimpulan jawaban wawancara penelitipada tanggal 8 Desember
2018 jam 09.30 dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melalui sub
bidang pajak parkir Bapak Agussalim, S.Sos terhadap indikator Responsifitas :

“untuk ~sasaran kebijakan itu sudah y pasti dan” untuk penilaian

pengimplementasiannya tentu pasti ada kekurang yang dimana kita selalu

berusha untuk menyempurnakannya dengan peningkatan di semua factor
vang dapat mendorong untuk mencapai tujuan yang kita inginkan”

Dari hasil observasi dan data kuisioner, penulis melihat dalam penerpan
atau pelaksanaan kebijakan di indicator ketepatan.sudah berjalan baik hal ini dapat
dilihat juga dari pendapat responden yang menyatakan sudah dalam kategori baik
dengan persentase 47 %, tetapi tidak bisa dikatakan sempurna karna masih ada
kekurangan seperti masih ada wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya
pajak dan ini membuktikan dalam sosialisasi serta pengawasannya masih ada
kekurngan yang masuk kepada sub indicator pengimplementasian kebijakan,
namun diharapkan Badan terkait yaitu BAPENDA untuk lebih meningkatkan

kualitas dalm pelaksanaan pajak parkir.



Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan pelanggan Tentang

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak

Parkir Di Kota Pekanbarudapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.14:Rekapitulasi Tanggapan Respenden Masyarakat Wajib Pajak

Parkir Di

Kota PekanbaruDalam Evaluasi

Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
Di Kota Pekanbaru.

No Indikator Kategori Penilaian Jumlah
Baik Cukup Kurang Baik
Baik
1 Efektifitas 5 i 14 30
(17%) (36%) (47%) 100%
2 Efisiensi 1 16 13 30
(3%) (53,5%) (43,5%) 100%
3 | Kecukupan 7 13 10 30
(23%) (43%) (34%) 100%
4 Pemerataan ) o 4 30
(17%) (70%) (13%) 100%
5 Responsivitas 4 15 A4 30
(13%) (50%) (37%) 100%
6 Ketepatan 13 10 7 30
(43%) (33%) (24%) 100%
Jumlah J0 86 59 180
Rata — rata 6 14 10 30
Presentase 20% 47% 33% 100%

Sumber : Data Olahan, penelitian lapangan 2018

Berdasarkan Tabel V.14 diatas dapat diketahui mengetahui rekapitulasi

diperoleh tanggapan responden masyarakat setempat di kota Pekanbaru terhadap

pelaksanaan peraturan daerah untuk pajak parkir yang terdiri dari 6 indikator

yang dinilai dan jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian

dari : Baik dengan jumlah persentase 20%, atau ada 6 orang responden, Cukup

Baik dengan jumlah persentase 47% atau ada 14 orang responden, dan Kurang

Baik dengan jumlah 33% atau ada 10 orang responden. Dengan uraian persentase

tersebut berarti penilaian tertinggi pada hasil rekapitulasi dari 6 indikator yaitu




Cukup Baik dengan jumlah persentase 47%, maka dalam teknik pengukuran yang
digunakan jumlah persentase ini masuk pada kategori pengukuran Cukup Baik
dengan rata-rata persentase jawaban responden antara 33%-66%.

Dari hasil® observasi~dan data kuisioner, penulis mendapatkanhasil
penilaian cukup baik yang diperoleh dari responden mayarakat wajib pajak di kota
pekanbaru dari total keseluruhan sampel sebanyak 30 orang dengan persentase
47%, maka dapat diketahui bahwa hasil Evaluasi Pelakanaan Peraturan Daerah
nomor 2 tahun 2011 yaitu Cukup Baik dengan range33%-66%

Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan peraturan daerah yang di tangani' oleh Badan Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru cukup memuaskan atau cukup baik walaupun masih ada beberapa
kekurangan di dalamnya.Hal ini dilihat dari beberapa aspek yang penulis jadikan
sebagai indikasi dalam penilaiaan diataranya Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan,
Pemerataan, Responsifitas, Dan Ketepatan.

Dengan kata lain pegawai dan birokrasi di BAPENDA dalam
menyelsaikan tanggung jawabnya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas
yang baik, dan semua itu berpedeman pada.tugas dan fungsinya di masing masing
bidang dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, ketelitian dalam bekerja serta
kesungguhan yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan. Jumlah pekerjaan yang
banyak tidak menjadi beban kerja bagi pegawai dalam menyelesaikannya, hal ini
dikarenakan BAPENDA memiliki sumber daya manusia yang kompeten sehingga
untuk pencapaian tujuan dapat berjalan dengan cukup baik.

C. Faktor-Faktor Penghambat dalam EvaluasiPelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.
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Adapun faktor-faktor penghambatPelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.sebagai berikut :

pajak merasa official assessment system lebih efisien untuk wajib
pajak, terutama bagi wajib pajak yang jumlah pajak parkirnya tidak
terlalu besar.

5. Keberatan Tarif Pajak Parkir yaitu 30%. Selain dikarenakan tarifnya

memang tergolong besar, untuk Wajib Pajak yang pendapatan

parkirnya tergolong kecil juga terkadang tidak cukup untuk



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

membiayai gaji karyawan yang mengurus serta menjaga di tempat

parkir. Tentu ini akan memberatkan bagi wajib pajak.
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BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah penulis lakukan

mengenai Evaluas n.Peraturan Dae

Pajak Pe d@*“ “‘m!,\“ .,3

ahun 2011 Tentang
,Jl‘l’ kesimpulan

a bagi Badan

Q““% ini salah satunya karna
pencapaian tujua dala Bapenda yang dalam beberap tahun
terakhir memang belum maksimal atu belum efektif.

2. Untuk penilaian dalam indikator efisiensi dengan item yang dinilai yaitu
pemamfaatan sumber daya dan pembiayaan pelaksanaan program yaitu
dengan kategori cukup baik. Hal ini dililai cukup baik namun dalam hal

efisiensi suberdaya khususnya SDM responden menilai masih kurang

dimana pelayanan yang dilakukan masih berbelit belit.
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3. Hasil penilaian dalam indicator Kecukupan dengan item penilaiaan yaitu

fasilitas dan kemampuan pegawai dinilai cukup baik. Hasil cukup baik ini

didapat karna responden mengakui kecukupan dalam fasilitas namun

item penilaian
as dan fungsi dan

dari item-item

Dari hasil observasi dan data kuisioner, penulis mendapatkan hasil
penilaian cukup baik yang diperoleh dari responden mayarakat wajib pajak
di kota pekanbaru dari total keseluruhan sampel sebanyak 30 orang dengan
persentase 47%, maka dapat diketahui bahwa hasil Evaluasi Pelakanaan
Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 yaitu Cukup Baik dengan range

33%-66%. Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
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bahwa pelaksanaan peraturan daerah yang di tangani oleh Badan

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru cukup memuaskan atau cukup baik

walaupun masih ada beberapa kekurangan di dalamnya. Hal ini dilihat dari

1. Kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan Kota
Pekanbaru, diharapkan lebih aktif dan sering melakukan sosialisasi kepada
masyarakat tentang perpajakan dengan baik dan dengan berkelanjutan,
mulai dari sistem hukum perpajakan, fungsi dan kegunaan pajak secara
khusus, fungsi Pajak Parkir, serta mensosialisasikan sistem administrasi

dalam pengelolaan Pajak Parkir. Agar tersosialisasi dan masyarakat wajib
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pajak sadar akan pentingnnya pajak dan tanggung jawabnya sebagai wajib

pajak, wajib pajak parkir khususnya.

. Evaluasi dilakukan secara lebih rutin dan mendetail. Dengan evaluasi yang

sanaan kerja

gkatan

meningkatkan Kkinerja para pegawai dan meminimalisasi kesalahan yang

dibuat pegawai.

. Kepada masyarakat, supaya memahami Peraturan Daerah tentang

perpajakan khususnya Pajak Parkir, agar mengetahui dan melaksanakan

segala hak dan kewajibannya sebagai pengguna lahan parkir
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5. Kepada peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan adanya penelitian lebih
lanjut tentang pelaksanaan peraturan Pajak Parkir melalui implementasinya

dimasyarakat yang dapat dilihat dari kesadaran dan kepatuhan terhadap

Peraturan
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